BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kesulitan likuiditas yang di alami Bank Century bukanlah karena faktor eksternal ,melainkan
kesulitan solvabilitas suatu bank bermasalah yang bersumber dari buruknya pengelolaan oleh
pemiliknya. Sehingga, alasan Bl melakukan tindakan penyelematan Bank Century karena
mengalami tekanan likuiditas dan diikuti dengan sedang terjadinya krisis perbankan dan
ekonomi adalah tidak tepat. Pada faktanya berdasarkan keterangan para ahli pada tahun 2008

tidak terjadi krisis global terhadap perbankan dan ekonomi Indonesia.

2. Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena tidak mendakwakan
Pasal terkait suap dan/atau Gratifikasi. Penuntut Umum melupakan adanya fakta bahwa
Terdakwa menerima pinjaman uang tanpa bunga dari saksi Robert Tantular yang merupakan
Terdakwa di kasus lain yang berhubungan dengan kasus Terdakwa. Fakta pemberian pinjaman
dana ini pun, dilengkapi oleh Keterangan Terdakwa yang mengakui kesalahannya menerima
pinjaman uang tanpa bunga tersebut, alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bilyet giro Bank
Century dengan N0.16235195 tanggal 11 Agustus 2008 senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar
rupiah) kepada Bank Penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor
Rekening 1030004126484 atas nama Budi Mulya.

3. Dengan Terbuktinya Dakwaan Primair terhadap yang salah satunya tersusun Pasal 55 ayat 1
ke-1 KUHP yang menjelaskan bahwa Terdakwa dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang
didakwaan dalam Dakwaan Primair bersama-sama dengan antara lain Boediono, Miranda
Swaray Goeltom, dan Siti Chalimah Fadjrijah. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah jika
Terdakwa Budi Mulya terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam
Dakwaan Primair, maka para pelaku turut serta yaitu serta Boediono, Miranda Swaray
Goeltom, dan Siti Chalimah Fadjrijah juga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair.
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B. SARAN

1. Penataan ulang konstruksi Pasal 11, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal
12 huruf b, Pasal 12 huruf ¢ agar aturan yang ada tidak tumpang tindih. Revisi UU Tipikor
adalah tindakan yang tepat karena tumpang tindihnya Pasal suap dimana satu pasal suap
dengan lainnya punya ketentuan yang kurang lebih mengatur hal yang sama tetapi ancaman
pidananya berbeda jauh sehingga dapat menimbulkan adanya tindak pidana lainnya yaitu jual
beli pasal yang dilakukan oleh hakim, jaksa, dan polisi bisa. Hal ini sebagaimana dijelaskan
oleh Andi Hamzah "Jika ketentuan dalam pasal-pasalnya dibiarkan serupa maka seolah-olah
hakim bisa memilih-milih pasal mana yang akan dikenakan (kepada pelaku korupsi). Ini

membingungkan, dan tidak adil".

2. Seharusnya Penuntut umum menyusun Surat Dakwaan dalam bentuan campuran, yaitu :
KESATU
PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
KEDUA
Pasal 5 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Kitab Undang - Undang
Hukum Pidana ATAU Pasal 12 B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang -
Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat
(1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

3. Penegak hukum harus berani melanjutkan proses hukum bagi Boediono, Miranda Swaray
Goeltom, dan Siti Chalimah Fadjrijah.
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